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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mengaruniakan begitu
banyak kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir proses penulisan
tesis ini. Sekiranya tesis yang berjudul “Hukum Pasar Modal di Indonesia-
Pengawasan Pasar Modal Di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa
Keuangan” ini tidak akan mungkin terselesaikan dengan baik tanpa limpahan
kemudahan dari-Nya.

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh kesadaran penulis akan
fenomena kompleksitas industri jasa keuangan khususnya di bidang pasar
modal yang dihadapkan pada masih belum optimalnya pelaksanaan penga-
wasan. Kondisi demikian pada akhirnya berpengaruh terhadap penegakan
hukum di bidang industri jasa keuangan yang pada tataran selanjutnya ber-
pengaruh pula pada stabilitas sistem keuangan dalam suatu negara. Saling
keterkaitan di antara sub sektor jasa keuangan sebagai akibat globalisasi
dan konglomerasi turut pula menjadi alasan mengenai dibutuhkannya suatu
sistem pengawasan yang optimal sehingga dapat memberikan perlindungan
hukum bagi masyarakat serta mampu mendukung pertumbuhan perekonomi-
an nasional.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sek-
tor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan
akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan ter-
bentuknya OJK maka pengawasan terhadap seluruh sub sektor jasa keuangan
yang meliputi perbankan, pasar modal serta Industri Keuangan Non Bank
(IKNB) akan beralih dari Bank Indonesia dan Bapepam LK kepada OJK
sebagai lembaga pengawas yang baru.

Yogyakarta, 14 Desember 2013

Penulis






PENGANTAR

Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

Pasar modal merupakan sarana investasi yang kian hari kian berkem-
bang seiring globalisasi dan kemajuan teknologi. Saling keterkaitan di an-
tara sub sektor jasa keuangan turut menambah tingkat kompleksitas industri
ini. Dalam kaitan demikianlah, ketersediaan sistem pengawasan yang efektif
dan mampu mewujudkan perlindungan hukum bagi investor menjadi sangat
diperlukan.

Sejarah telah membuktikan betapa krisis keuangan global dan berb-
agai gejolak finansial hampir selalu diikuti dengan reformasi pengaturan.
Sebut saja, reformasi pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika
Serikat melalui pengundangan Glass Steagal Act menyusul terjadinya kri-
sis keuangan yang melanda negara tersebut pada periode 1929 hingga1933.
Pada era ini, sejarah kembali mencatat terjadinya krisis keuangan global
yang dipicu oleh kegagalan sub-prime mortgage tahun 2008 lalu. Masih
segar dalam ingatan bagaimana krisis ini berdampak luas terhadap hampir
seluruh sub sektor jasa keuangan tak terkecuali sub sektor pasar modal di
berbagai belahan dunia.

Kondisi demikian pada akhirnya turut mendorong Pemerintah Indo-
nesia untuk membentuk lembaga pengawas tunggal sektor jasa keuangan.
Lembaga ini dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kelahiran
OJK pada satu sisi diharapkan mampu mewujudkan sebuah sistem penga-
wasan sektor jasa keuangan secara lebih optimal. Namun pada sisi lain, tidak
sedikit pula kalangan yang masih mempertanyakan kemungkinan optimal-
isasi pengawasan sub sektor jasa keuangan termasuk pasar modal di bawah
kendali OJK.



X Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya
Otoritas Jasa Keuangan

Dalam buku yang berjudul Hukum Pasar Modal Di Indone-
sia-engawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa
Keuangan ini, saudara Inda Rahadiyan mencoba memberikan deskripsi dan
analisis mengenai pengawasan pasar modal di Indonesia pasca terbentuknya
Otoritas Jasa Keuangan. Mengingat masih terbatasnya jumlah buku yang
menganalisis permasalahan pengawasan pasar modal maka buku ini penting
untuk dibaca baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi.

Yogyakarta, 16 Desember 2013
Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.
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Sejarah telah membuktikan betapa krisis keuangan global dan berbagai
gejolak finansial hampir selalu diikuti dengan reformasi pengaturan. Sebut saja,
reformasi pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui
pengundangan Glass Steagal Act menyusul terjadinya krisis keuangan yang melanda
negara tersebut pada periode 1929 hinggal933. Pada era ini, sejarah kembali
mencatat terjadinya krisis keuangan global yang dipicu oleh kegagalan sub-prime
morigage tahun 2008 lalu. Masih segar dalam ingatan bagaimana krisis ini
berdampak luas terhadap hampir seluruh sub sektor jasa keuangan tak terkecuali sub
sektor pasar modal di berbagai belahan dunia.

Kondisi demikian pada akhirnya turut mendorong Pemerintah Indonesia
untuk membentuk lembaga pengawas tunggal sektor jasa keuangan. Lembaga ini
dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kelahiran OJK pada satu sisi
diharapkan mampu mewujudkan sebuah sistem pengawasan sektor jasa keuangan
secara lebih optimal. Namun pada sisi lain, tidak sedikit pula kalangan yang masih
mempertanyakan kemungkinan optimalisasi pengawasan sub sektor jasa keuangan
termasuk pasar modal di bawah kendali OJK.

Dalam buku yang berjudul Hukum Pasar Modal di Indonesia : Pengawasan
Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini, penulis mencoba
memberikan deskripsi dan analisis mengenai pengawasan pasar modal di Indonesia
pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Mengingat masih terbatasnya jumlah
buku yang menganalisis permasalahan pengawasan pasar modal maka buku ini
penting untuk dibaca baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi.
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